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ABSTRAK 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar 

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan 

anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan 

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak 

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak 

tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian Hukum Normatif  (Yuridis Normatif) yaitu mengetahui dan 

memahami perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui dan 

memahami perlindungan hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja. Data yang dipergunakan 

dalam penelitian iniadalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 

lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. 

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk 

mendapatkan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yaitu upaya 

sektoral pemerintah yang sudah dilakukan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena 

masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam 

hal pekerja anak. Serta hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, 

antara lain: Tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum 

oleh pengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; dan Perlindungan Hukum 

Pekerja Anak Pada Sektor Informal sepert: 1) Faktor Struktur dan Substansi; 2) Faktor Kultur 

atau Budaya; 3) Faktor Peran serta Masyarakat; 4) Faktor Kerjasama dan Koordinasi. 

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Analisis Yuridis 

 

1. PENDAHULUAN  

Anak wajib dilindungi agar mereka 

tidak menjadi korban tindakan siapa saja 

(individu atau kelompok, organisasi swasta 

maupun pemerintah) baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Yang 

dimaksud dengan korban adalah mereka 

yang menderita kerugian (mental, fisik, 

sosial), karena tindakan yang pasif, atau 

tindakan aktif orang lain atau kelompok 

(swasta atau pemerintah) baik langsung 

maupun tidak langsung. Pada hakikatnya 

anak tidak dapat melindungi diri sendiri 

dari berbagai macam tindakan yang 

menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial 

dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupan. Anak harus dibantu oleh 

orang lain dalam melindungi dirinya, 

mengingat situasi dan kondisinya. Anak 

perlu mendapat perlindungan agar tidak 

mengalami kerugian baik mental, fisik dan 

sosial.  
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Perlindungan anak adalah segala 

usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak 

secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, 

dengan demikian perlindungan anak 

diusahakan dalam berbagai bidang 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Kegiatan perlindungan anak membawa 

akibat hukum, baik dalam kaitannya 

dengan hukum tertulis maupun hukum 

tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan 

bagi kegiatan perlindungan anak. Arif 

Gosita mengemukakan bahwa kepastian 

hukum perlu diusahakan demi 

kelangsungan kegiatan perlindungan anak 

dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak 

diinginkan dalam pelaksanaan 

perlindungan anak. 

 Perlindungan anak tidak boleh 

dilakukan secara berlebihan dan memper-

hatikan dampaknya terhadap lingkungan 

maupun diri anak itu sendiri, sehingga 

usaha perlindungan yang dilakukan tidak 

berakibat negatif. Perlindungan anak 

dilaksanakan rasional, bertanggungjawab 

dan bermanfaat yang mencerminkan suatu 

usaha yang efektif dan efisien. Usaha 

perlindungan anak tidak boleh 

mengakibatkan matinya inisiatif, 

kerativitas dan hal-hal lain yang 

menyebabkan ketergantungan kepada 

orang lain dan berperilaku tak terkendali, 

sehingga anak tidak memiliki kemampuan 

dan kemauan menggunakan hak-haknya 

dan melaksanakan kewajiban-

kewajibannya. 

 Perlindungan anak dapat dibedakan 

dalam 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan 

anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: 

perlindungan dalam bidang hukum publik 

dan dalam bidang hukum keperdataan; 

perlindungan anak yang bersifat non 

yuridis, meliputi: perlindungan dalam 

bidang sosial, bidang kesehatan, bidang 

pendidikan. 

Seorang anak perlu dipersiapkan 

secara khusus untuk kehidupannya setelah 

dewasa. Anak harus memperoleh cukup 

pengetahuan dan keterangan mengenai 

peranan mereka sendiri, hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban di dalam keluarga 

maupun di luar kehidupan keluarga. 

Menanggulangi masalah anak dan 

berusaha mengarahkan perkembangan 

kepribadian anak melalui bimbingan di 

rumah dan disekolah/luar sekolah, 

diharapkan anak-anak kelak akan menjadi 

warga negara yang ideal, berkepribadian 

kuat, matang, penuh pengabdian, baik bagi 

masyarakat, bangsa, negara dan agama. 

Dalam perkembangannya anak, 

pemenuhan hak-haknya merupakan faktor 

utama, demi pertumbuhan anak dengan 

wajar, baik pisik, mental dan sosial. 

Mempekerjakan anak pada prinsipnya 

tidak dibolehkan. Kalau anak bekerja, hak-

haknya sebagai anak, seperti hak bermain 

menjadi hilang, begitu juga hak-hak 

lainnya.  

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menentukan bahwa pengusaha dilarang 

mempekerjakan anak. Dan dalam 

ketentuan undang-undang tersebut, anak 

adalah setiap orang yang berumur di 

bawah 18 (delapan belas) tahun. Berarti 18 

(delapan belas) tahun adalah usia 

minimum yang diperbolehkan pemerintah 

untuk bekerja.
 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian Hukum Normatif  (Yuridis 

Normatif) yaitu mengetahui dan 

memahami perlindungan hukum terhadap 

anak di Indonesia, untuk mengetahui dan 

memahami perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai tenaga kerja, Untuk 

mengetahui dan memahami hambatan-

hambatan dalam perwujudan perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja. 

Data yang dipergunakan dalam 

penelitian iniadalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari 

lapangan dengan mengadakan wawancara 
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dan studi kasus dengan pihak-pihak yang 

terkait. Data sekunder diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan atau studi 

dokumentasi untuk mendapatkan data 

sekunder. Melalui penelitian ini didapat 

pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat 

atau pemikiran konseptual dari penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan objek 

telaahan penelitian ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sistem Perlindungan Hukum 

Pekerja Anak 

Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang dipergunakan 

sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan 

perlindungan terhadap pekerja anak, baik 

yang lahir sebelum maupun sesudah 

peratifikasian Konvensi Hak Anak 

(KHA), antara lain peraturan mengenai 

batasan umur untuk anak yang terpaksa 

bekerja, yaitu anak yang terpaksa 

bekerja adalah anak yang berumur tidak 

kurang dari 15 tahun karena alasan sosial 

ekonomi terpaksa bekerja untuk 

menambah penghasilan baik untuk 

keluarga maupun memperoleh 

penghasilan untuk dirinya sendiri. 

Dalam rangka melindungi tenaga 

kerja khususnya pekerja anak maka bagi 

pengusaha yang membuat pelanggaran 

terhadap Permenaker 01/MEN/1987 

diancam pidana hukuman kurungan 

selama-lamanya tiga bulan atau denda 

setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus 

ribu rupiah). Jelaslah bahwa pelanggaran 

yang dilakukan oleh pengusaha terhadap 

ketentuan mengenai perlindungan 

pekerja anak dapat dikenakan sanksi 

pidana. Pada kenyataannya belum 

pernah dilakukan tindakan pemidanaan 

terhadap para pengusaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan mengenai pekerja 

anak. 

 

B. Konvensi Hak Anak 

Konvensi Hak Anak 1989 telah 

disahkan oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 

tanggal 20 November 1989 dan mulai 

mempunyai kekuatan memaksa pada 

tanggal 2 September 1990.  

Konvensi tersebut merupakan 

instrument yang merumuskan prinsip-

prinsip universal dan norma hukum 

mengenai kedudukan anak. 

Beberapa alasan Indonesia 

meratifikasi konvensi tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Ingin menggunakan norma standar 

yang sesuai untuk meningkatkan 

upaya pelayanan yang menunjang 

perkembangan dan pertumbuhan 

anak di Indonesia dalam rangka 

mensejajarkan kualitas bangsa 

Indonesia dengan bangsa-bangsa lain 

di dunia. 

2) Mengimplementasikan Sila 

Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab yang berkaitan dengan hak 

azasi manusia melalui pelayanan 

kepada anak. 

3) Merupakan pengalaman tersendiri 

bagi Indonesia sebagai persiapan 

untuk melaksanakan konvensi 

internasional lainnya yang berkaitan 

dengan kemanusiaan. 
 

Konvensi Hak Anak 1989 terdiri 

dari 54 (lima puluh empat) pasal yang 

mendasarkan materi hukumnya dapat 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

kategori hak yaitu hak terhadap 

kelangsungan hidup (survival rights), 

hak terhadap perlindungan (protection 

rights), hak untuk tumbuh kembang 

(development rights) serta hak untuk 

berpartisipasi (participation rights).
 

 Hak terhadap kelangsungan hidup 

atau survival rights, yaitu meliputi hak-

hak untuk melestarikan dan 

mempertahankan hidup (the rights of 

life) dan hak untuk memperoleh standar 

kesehatan tertinggi dan perawatan yang 

sebaik-baiknya (the rights to the highest 

standard of health and medical care 

attainable). 
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C. Hubungan Antara Sistem 

Perlindungan Pekerja Anak 

Dengan Konvensi Hak Anak 

Dalam Konvensi Hak Anak 

(KHA) yang berisi kaidah hukum 

mengenai pengakuan akan hak-hak anak 

(children rights) dan kewajiban-

kewajiban Negara untuk menjamin 

terlaksananya hak-hak anak. Kewajiban 

ini mengikat segenap Negara anggota 

PBB atau pada wilayah Negara peserta 

yang telah meratifikasi KHA tersebut, 

serta bagaimana kewajiban prosedur 

untuk melaksanakan KHA yang harus 

dilakukan oleh setiap Negara peserta. 

Peratifikasian KHA membawa 

konsekuensi Indonesia menjadi terikat 

secara hukum dan bertanggungjawab 

untuk mengimplementasikan KHA. 

Implementasi tersebut dapat terwujud 

dalam pembentukan hukum nasional, 

program aksi, dan kewajiban membuat 

laporan nasional mengenai usaha-usaha 

dan perkembangan penegakan KHA di 

Indonesia. Dalam hal implementasi 

KHA, dinyatakan bahwa : 

“Dengan diratifikasinya konvensi 

PBB tersebut, maka produk hukum 

internasional itu telah secara sah menjadi 

sumber hukum nasional dan merupakan 

bagian tak terpisahkan dari peraturan 

perundangan yang wajib ditaati oleh 

semua pihak. Pemerintah Republik 

Indonesia menjadi terikat untuk 

mewujudkan pelaksanaan dari KHA, 

yang pelaksanaannya tidak saja 

merupakan tanggungjawab orang tua, 

keluarga, bangsa dan Negara, melainkan 

diperlukan pula kerjasama internasional”. 

Meskipun  Indonesia telah 

meratifikasi konvensi hak anak, 

namun dalam kenyataan belum dapat 

mengimplementasikan konvensi 

tersebut. Hal ini terlihat dalam 

pelaksanaan konvensi tersebut dimana 

hak anak belum sepenuhnya dapat 

diberikan kepada pekerja anak, dengan 

kata lain masih terdapat pelanggaran 

yang dilakukan oleh pengusaha terhadap 

pekerja anak, seperti diberikannya upah 

dibawah ketentuan UMP yang berlaku 

ini berarti melanggar hak atas 

kelangsungan hidup dan melanggar 

Permenaker No. 01 Tahun 1987, serta 

diberlakukannya jam kerja bagi pekerja 

anak sama dengan jam kerja pekerja 

dewasa, berarti pengusaha telah 

melanggar hak tumbuh kembang anak, 

yang berakibat pekerja anak tidak 

mendapat kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan sebagaimana anak pada 

umumnya. 

Tidak diselenggarakannya 

program jaminan sosial khususnya JPK 

bagi pekerja anak oleh para pengusaha, 

menunjukkan bahwa kebutuhan pekerja 

anak untuk memperoleh jaminan 

pemeliharaan kesehatan dilanggar oleh 

para pengusaha, hal ini akan membawa 

pengaruh kepada kesejahteraan pekerja 

anak khususnya dan keluarganya, karena 

anak bekerja pada umumnya disebabkan 

tekanan ekonomi yang memaksa mereka 

bekerja, sehingga apabila mereka tidak 

diberi JPK penghasilan mereka akan 

berkurang untuk melakukan 

pemeliharaan kesehatannya sendiri. 

 

D. Perlindungan Hukum Pekerja Anak 

Pada Sektor Informal 

Friedman dan juga R. Seidman 

mengemukakan bahwa dalam kaitannya 

dengan tegaknya norma hukum terdapat 

tiga faktor yang mempengaruhinya, faktor 

struktural, faktor substansi dan faktor 

kultural. Faktor struktur dan substansi 

dalam hal perlindungan hukum terhadap 

pekerja anak ini terkait dengan fungsi 

pengawasan oleh aparatur pemerintah, 

dalam hal ini pejabat Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) tentang ketaatan pengusaha 

terhadap peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. Dalam rangka 

pengawasan terhadap ketaatan peraturan 

perundangan oleh pengusaha, salah 

satunya dilakukan dengan mekanisme 

peman- tauan dengan mewajibkan 

pengusaha untuk menyampaikan laporan 

terhadap kondisi ketenagakerjaan 

diperusahaannya. Hal ini dimaksudkan 
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untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan 

di perusahaan tersebut, sehingga apabila 

terjadi pelanggaran akan dengan mudah 

dapat dilakukan tindakan-tindakan yang 

diperlukan. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

pemantauan oleh aparat Disnaker sering 

ditemukan adanya sejumlah pabrik atau 

kegiatan usaha yang memanfaatkan tenaga 

kerja anak secara berlebihan. Namun 

demikian, aparatur pemerintah tidak dapat 

berbuat banyak, sebab aparatur pengawas 

jumlahnya terbatas, sehingga tidak mampu 

melaksanakan pemantauan dengan efektif. 

Selain itu, dalam pengawasan ini juga 

terkendala oleh sikap pengusaha yang 

seolah-olah tertutup dan tidak bersedia 

memberikan informasi mengenai kondisi 

pekerjanya, khu- susnya pekerja anak, 

seringkali Disnaker tidak dapat berbuat 

terlalu banyak untuk menangani masalah 

pekerja anak. Hambatan lain terletak pada 

kesulitan bagi aparatur pemerintah untuk 

mengidentifikasi apakah seseorang itu 

termasuk kelompok anak-anak atau 

pekerja dewasa, sebab tidak jarang pekerja 

dengan memanfaatkan kelemahan sistem 

administrasi kependudukan melakukan 

pemalsuan usia pada Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). 

 

4. SIMPULAN  

A. Simpulan 

1. Upaya sektoral pemerintah yang 

sudah dilakukan, masih terlihat 

lemah dalam implementasi karena 

masyarakat belum sepenuhnya 

memahami dan menjalankan 

ketentuan yang berlaku dalam hal 

pekerja anak. Meskipun idealnya 

anak di larang untuk bekerja, akan 

tetapi situasi ini terus 

berlangsung, dan disini para 

pengusaha masih saja 

memanfaatkan tenaga anak-anak 

dalam kegiatan usahanya, 

terutama sektor informal yang 

lemah dalam perlindungan 

hukumnya. Celah-celah yang ada 

dalam praktek dilapangan masih 

di gunakan oleh pengusaha yang 

mengunakan pekerja anak 

sehingga hak-hak dari si anak 

kurang mendapat perhatian. 

Perhatian pemerintah terhadap 

pekerja anak sudah cukup 

memadai, meskipun belum 

adanya payung hukum yang 

secara khusus mengatur mengenai 

masalah pekerja anak dalam 

sebuah pengaturan perundang-

undangan secara tersendiri, akan 

tetapi adanya pengaturan dalam 

Undang-Undang tentang Anak 

yang mengacu pada Konvensi 

Anak Internasional sudah 

menunjukkan upaya positif dari 

pemerintah untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap 

anak-anak.  

2. Pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak pekerja anak 

belum sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yaitu seperti: Hak 

untuk mendapatkan gaji/upah 

yang layak, Hak untuk 

mendapatkan jam kerja yang 

sesuai, Hak untuk mendapatkan 

waktu istirahat dan cuti yang 

cukup, Hak untuk mendapatkan 

pendidikan, Hak untuk 

mendapatkan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. Faktor yang 

melatarbelakangi banyaknya 

pekerja/buruh anak tidak 

terlindungi adalah terdiri dari dua 

faktor, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor Internal, 

terdiri dari : Faktor ekonomi, 

Faktor pendidikan, Faktor 

kemauan sendiri, Faktor 

kebiasaan. Sedangkan Faktor 

Eksternal, terdiri dari: Faktor 

lingkungan sekitar, Faktor 

Hubungan Keluarga. 

3. Hambatan dalam menanggulangi 

eksploitasi pekerja anak di 

Sumatera, antara lain: Tidak 

dilaksanakannya amanat UUD 
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1945; Rendahnya tingkat 

kesadaran hukum oleh pengusaha; 

Pengabaian Undang-undang 

Perlindungan Anak; dan 

Perlindungan Hukum Pekerja 

Anak Pada Sektor Informal 

sepert: 1) Faktor Struktur dan 

Substansi; 2) Faktor Kultur atau 

Budaya; 3) Faktor Peran serta 

Masyarakat; 4) Faktor Kerjasama 

dan Koordinasi. Dapat diketahui 

Undang-undang Perlindungan 

Anak sebagai satu sistem 

perlindungan pekerja anak belum 

sepenuhnya dapat dilaksanakan. 

Masih banyak terjadi pelanggaran 

yang dilakukan oleh para 

pengusaha terhadap hak anak 

sebagaimana tercantum dalam 

konvensi hak anak, seperti 

pelanggaran terhadap hak atas 

kelangsungan hidup anak, 

pelanggaran terhadap hak tumbuh 

kembang anak, pelanggaran 

terhadap hak mendapat 

pendidikan, dan pelanggaran 

terhadap hak memperoleh 

jaminan pemeliharaan kesehatan. 

Hal ini menjadikan pekerja anak 

tidak sepenuhnya terlindungi dan 

sistem perlindungan pekerja anak 

belum dilaksanakan secara efektif 

dan maksimal.  

 

B. Saran 

1. Seharusnya segera dibentuk 

peraturan pemerintah yang 

mengatur pekerja anak dan 

perlindungan hukumnya, sebagai 

pelaksanaan dari UU 

Ketenagakerjaan, terutama dalam 

rangka memberikan kepastian 

hukum bagi hak-hak pekerja 

anak.  

2. Pemerintah dan pihak-pihak 

terkait juga harus mendorong bagi 

peningkatan pengawasan dan 

penegakan peraturan perundangan 

tentang ketenagakerjaan, 

khususnya terkait dengan pekerja 

anak, sehingga resiko-resiko yang 

menimpa pekerja anak dapat 

dicegah dan ditanggulangi. 

3. Pelaksanaan Undang-undang 

Perlindungan Anak sebagai satu 

sistem perlindungan pekerja anak 

seharusnya dilaksanakan 

sepenuhnya dan tidak dengan 

konsisten. 
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